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ABSTRAK

Penelitian ini berfokus terhadap keabsahan pembentukan panitia hak
angket DPRD Kabupaten Jember. Tujuanpenelitiam ini- ingin mengetahui
keabsahan pembentukan panitia hak angket Kabupaten Jember berdasarkan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Metode yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue
approach) dengan menelaah semua perundang-undangan terkait isu hukum
yang sedang ditangani, pendekatan konseptual (conceptual -~ approach)
pandangan dari para doktrin dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi, dan
pendekatan historis dalam kerangka pelacakan lembaga hukum. Hasil penelitian
bahwa pembentukan panitia hak angket DPRD Kabupaten Jember sesuai
dengan prosedur, namun tidak memenuhi mekanisme yang telah diatur dalam
peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Repubuk
Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.



Kata Kunci : Hak Angket, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten
Jember.

ABSTRACT

This study focuses on the legitimacy of the committee of inquiry rights of
the regional people's representative council (DPRD) of jember regency. The
purpose of this research is to find out the validity of the formation of the Jember
Regency Inquiry Rights Committee based on Law Number 2 of 2018 concerning
the People’s Consultative Assembly (MPR), House of Representatives (DPR),
Regional Representative Council (DPD), and Regional People's Representative
Assembly (DPRD). The method used is a statutory approach by examining all
legislation related-to legal issues being handled, a conceptual approach the
views of doctrines in solving legal issues faced, and a historical approach within
the ‘framework of tracking legal institutions. The results showed that the
formation of the committee . of inquiry rights. of the regional people's
representative council (DPRD) of Jember Regency was in accordance with the
procedure, but did not fulfi the mechanism regulated in the laws and
regulations, especially the Government Regulation of the Republic of Indonesia
Number 12 of 2018 concerning Guidelines for Compiling the Order of the

Provincial, Regency and City Regional House of Representatives.

Keywords : Right of Inquiry, Regional People’'s Representative Assembly,

Jember Regency



PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah adalah
penyelenggaraan urusan
pemerintahan  oleh  pemerintah
daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip
Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud

Negara Kesatuan

dalam - Undang-Undang = Dasar
Negara Republik  Indonesia - Tahun
1945 (Pasal 1 angka 2 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014
Daerah).
Pemerintah daerah adalah gubernur,

tentang  Pemerintahan

bupati, atau walikota dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah (Pasal 1 angka
3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) merupakan badan legislatif
daerah,  sedangkan.._ pemerintah
daerah merupakan badan eksekutif
daerah. Pemerintah Daerah adalah
Gubernur, Bupati, atau Walikota,
dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
Sedangkan  Dewan  Perwakilan

Rakyat Daerah yang selanjutnya

disebut DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan

daerah.

DPRD dalam pemerintahan
daerah. mempunyai fungsi yang
penting guna menyelenggarakan
tugas, kewajiban dan wewenang
mengatur serta mengurus rumah
tangga pada masing-masing
daerahnya - sendiri.  Untuk  dapat
melaksanakan fungsinya itu DPRD

sebagai legislatif daerah mempunyai

hak ~: Anggaran, Mengajukan
pertanyaan bagi masing-masing
anggota, Meminta  keterangan,
Mengadakan perubahan,

Mengajukan pernyataan pendapat,

Prakarsa dan Penyelidikan

Pasal 371 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2018
tentang MPR,DPR, DPD, dan
DPRD - (selanjutnya  disingkat
Undang Undang MD3) menyatakan
bahwa DPRD mempunyai, Hak
Interpelasi, Hak Angket.dan Hak

Menyatakan Pendapat.

Terkait hak angket DPRD

tersebut, dalam hal ini akan



dilakukan kajian lebih lanjut tentang
masalah ~ hukum  tersebut di
Kabupaten Jember. Akhir tahun
2019 yang lalu, hubungan politik
Bupati Jember dr Faida dengan
DPRD Jember kian memanas. Ini
setelah DPRD  secara  resmi
menggulirkan hak angket atauhak
penyelidikan, terhadap - sejumlah
kebijakan  bupati ~yang dinilai
melanggar hukum. Dalam rapat
paripurna yang digelar dewan, Senin
30 ~Desember. 2019 vyang lalu,
seluruh fraksi dan anggota dewan
yang hadir secara aklamasi.sepakat
menggulirkan hak angket.
Keputusan ini-merupakan kelanjutan
dari hak interpelasi yang rupanya
tidak digubris Faida. Dari total 50
orang anggota dewan, 46 di
antaranya hadir dan secara aklamasi
mendukung  digunakannya  hak
angket terhadap bupati. Adapun hak
angket diusulkan oleh 44 orang
anggota dewan, atau melebihi batas
minimal kuorum. Perwakilan
pengusul hak angket, Tabroni,
dalam paparannya di paripurna
menyebut sejumlah dugaan

pelanggaran kebijakan dan sumpah

jabatan yang dilakukan bupati

perempuan pertama di Jember ini. *

Namun pembentukan panitia
hak angket DPRD kabupaten jember
di ragukan keabsahannya oleh
bupati jember dan  mendapat
gugatan oleh warga melalui citizen
law suit atau gugatan warga negara
yang menyebutkan pembentukan
panitia hak angket DPRD kabupaten
jember -dianggap ilegal atau tidak
sah dimana ' dalam gugatannya
pembentukan panitia. hak angket
menyalahi prosedur —hukum dan
surat ~ pembentukan - keputusan
panitia - hak- angket di anggap
melanggar Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten, Dan Kota.
Bahwa keputusan DPRD Jember
pada rapat paripurna yang memilih
tidak melanjutkan dan
menyelesaikan  penggunaan  hak
interpelasi tetapi langsung beralih
menggunakan hak angket

bertentangan ~ dengan maksud

1

www.antaranews.com/berita/1229232/dprd-
jember-bentuk-panitia-hak-angket-untuk-
kebijakan-bupati



digunakannya hak interpelasi dan
bertentangan dengan pasal 72 ayat
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2018 Tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Kabupaten, Dan Kota. Selain itu
Bupati Jember meminta DPRD
Jember menjadwal ~ulang sidang
interpelasi tersebut. Namun DPRD
Jember tidak sepakat dengan

permintaan itu.

Berdasarkan latar belakang di
atas, penulis mengkaji tentang
pengaturan hak angket oleh
anggota DPRD, dalam skripsi
dengan judul : “Analisis
Yuridis Keabsahan
Pembentukan Panitia Hak
Angket DPRD Kabupaten
Jember Berdasarkan Undang
Undang Nomor 2 Tahun
2018 tentang MPR, DPR,
DPD, dan DPRD”



METODE PENELITIAN

Untuk menjaga suatu
kebenaran ilmiah, maka dalam suatu
penulisan harus mempergunakan
metode penulisan yang tepat, karena
hal tersebut sangat diperlukan dan
merupakan pedoman dalam rangka
mengadakan analisis terhadap -data
hasil penelitian. Ciri dari karya
ilmiah di bidang hukum  adalah
mengandung kesesuaian dan

kebenaran yang dapat dipertanggung

jawabkan. Mengadakan - suatu
penelitian ilmiah mutlak
menggunakan . metode, - karena

dengan metode = tersebut - berarti
penyelidikan~  yang - berlangsung
menurut suatu rencana tertentu.
Menempuh ‘suatu jalan tertentu
untuk mencapai suatu tujuan, artinya
peneliti tidak bekerja secara acak-
acakan melainkan setiap - langkah
yang diambil harus jelas serta ada
pembatasan-pembatasan tertentu
untuk  menghindari jalan yang
menyesatkan dan tidak

terkendalikan.
Metode Pendekatan Masalah

pendekatan perundang-

undangan (statute approach) yaitu

pendekatan yang dilakukan dengan
menelaah semua perundang-
undangan yang bersangkut paut

dengan isu hukum yang sedang

ditangani.?
pendekatan konseptual
(conceptual approach) sebagai

pendekatan yang . beranjak dari
pandangan-pandangan- doktrin yang
berkembang ~dalam ilmu  hukum
dalam membangun suatu
argumentasi hukum dalam
memecahkan isu hukum yang
dihadapi.®

pendekatan historis. dilakukan
dalam kerangka pelacakan sejarah
lembaga hukum _dari waktu ke

waktu.
Jenis Penelitan

Jenis penelitian ini adalah
deskriptif, artinya = permasalahan
dibahas  dan

diuraikan dalam penelitian ini

yang diangkat,

difokuskan dengan  menerapkan

kaidah—kaidah atau norma—norma

2 Peter Mahmud Marzuki,
Penelitian Hukum, Kencana Prenada
Media, Jakarta, 2016, him.93

3 Ibid, him.137



positif. Penelitian deskriptif
dilakukan dengan mengkaji berbagai
macam aturan hukum yang bersifat
formal seperti undang- undang,
literatur-literatur ~ yang  bersifat
konsep teoris yang kemudian
dihubungkan dengan permasalahan

yang menjadi pokok pembahasan.*

4 Ibid, him.194



HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Pembentukan Panitia
Hak Angket DPRD Kabupaten
Jember Berdasarkan Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2018
Tentang MPR, DPR, DPD, Dan
DPRD

Adanya hak angket juga
dimiliki oleh DPRD di tingkat
pemerintahan daerah. Pasal 371 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD  (selanjutnya
Undang Undang MD3) menyatakan

disingkat

bahwa DPRD mempunyai, Hak
Interpelasi., “Hak Angket.dan Hak
Menyatakan. Pendapat. Hak -angket
atau yang disebut dengan hak untuk
mengadakan _penyelidikan, yang
dapat digunakan untuk melakukan
penyelidikan terhadap kebijakan
Pemerintah Provinsi, Kabupaten,
dan Kota yang penting dan strategis,
serta  berdampak - luas- kepada
kehidupan masyarakat, daerah, dan
negara yang diduga bertentangan
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dengan
terlebin  dulu  melakukan  hak

interpelasi.

Akhir tahun 2019 yang lalu,
hubungan politik Bupati Jember dr
Faida dengan DPRD Jember kian
memanas. Ini setelah DPRD secara
resmi menggulirkan hak angket atau
hak penyelidikan, terhadap sejumlah
kebijakan ~ bupati yang dinilai
melanggar hukum. Dalam rapat
paripurna yang digelar dewan, Senin
30 Desember- 2019 wyang lalu,
seluruh fraksi dan anggota dewan
yang hadir secara aklamasi sepakat
menggulirkan hak angket.
Keputusan ini merupakan kelanjutan
dari interpelasi pada akhir pekan
lalu ~yang rupanya tidak digubris
Faida. Dari total 50 orang anggota
dewan, 46 di antaranya hadir dan
secara aklamasi mendukung
digunakannya hak angket terhadap
bupati. -~ Adapun  hak angket
diusulkan oleh 44 orang anggota
dewan, atau melebihi batas minimal
kuorum. Perwakilan pengusul hak
angket, Tabroni, dalam paparannya
di paripurna menyebut sejumlah
dugaan pelanggaran kebijakan dan

sumpah jabatan yang dilakukan



bupati perempuan pertama di

Jember ini. °

Beberapa hal yang menjadi
alasan diajukannya hak angket oleh
anggota DPRD Kabupaten Jember
kepada Bupati Jember Faida
dianggap atau diduga menyimpang
dari aturan perundang-undangan

seperti antara lain :

1. - kebijakan bupati
mengubah Perbub
KSOTK (Kedudukan,
Susunan Organisasi Tata
Kerja) tanpa
mengindahkan ketentuan
yang ada telah
menyebabkan  Jember
tidak mendapat kuota
CPNS dan P3K 2019,
akibat  kebijakan itu
Kabupaten Jember
terancam tidak
mendapatkan jatah kuota
PNS lagi tahun-2020.

2. Kebijakan Bupati
Jember melakukan
mutasi dengan

melanggar sistem merit

5

www.antaranews.com/berita/1229232/dprd-
jember-bentuk-panitia-hak-angket-untuk-
kebijakan-bupati

dan aturan kepegawaian
membuat Komisi
Aparatur sipil Negara
(KASN)  menjatuhkan
rekomendasi yang wajib
dilaksankan oleh Bupati,
paling lambat 14 hari.
Namun Bupati tidak
mematuhi rekomendasi
tersebut = dan  justru
mengulang-ulang
kesalahan yang sama
dengan melakukan
mutasi -~ ASN  berturut-
turut.

Mutasi selama kurun
waktu tahun 2015 telah
melakukan mutasi ASN
dengan menerbitkan 15
SK Bupati. Mendagri
menilai semua  mutasi
tersebut melanggar
sistem merit dan
peraturan . perundang-
undangan. akhrirnya,
mendagri dan gubernur
meminta Bupati untuk
mencabut 15 SK mutasi
itu dan meminta
mengembalikan  posisi

jabatan sebagaimana



kondisi  per  Januari
2018.
4.  Kebijakan

barang dan jasa diduga

pengadaan

melanggar Perpres

nomor 16 tahun 2018.
Berbagai  persoalan  yang
menimpa kabupaten Jember
membuat DPRD menggelar rapat
paripurna pada 23 Desember 2019.
Hasilnya, 42 anggota DPRD Jember
sepakat melayangkan hak interpelasi
kepada  Bupati  Faida. Hak
interpelasi  itu © untuk  mencari
jawaban atas persoalan yang dialami
Kabupaten . Jember, sebagaimana
disebutkan di atas. Namun, Bupati
Faida tak menghadiri undangan saat
DPRD. menggelar sidang interpelasi
pada 27 Desember. 2019. Faida
meminta DPRD Jember menjadwal
ulang sidang interpelasi tersebut.
Namun DPRD tidak sepakat dengan

permintaan itu.

Ketentuan tentang hak angket
diatur dalam ketentuan Pasal 371
ayat (3) Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2018 tentang MPR, DPR,
DPD, dan DPRD, bahwa : Hak
angket sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b adalah hak DPRD

kabupaten/kota untuk melakukan
penyelidikan terhadap kebijakan
pemerintah  kabupaten/kota yang
penting dan  strategis  serta
berdampak luas pada kehidupan
masyarakat, daerah, dan negara
yang diduga bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Lebih lanjut dalam Pasal 381
Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD, menyatakan bahwa :

1) -~ Hak angket sebagaimana

dimaksud dalam Pasal

371 ayat (1) huruf b

diusulkan oleh :

a) Paling sedikit 5 orang
anggota DPRD
kabupaten/kota = dan
lebih dari 1 (satu)
fraksi untuk DPRD
kabupaten/kota yang
beranggotakan 20
(dua puluh) sampai
dengan 35 (tiga puluh
lima) orang;

b) Paling  sedikit 7
(tujuh) orang anggota
DPRD
kabupaten/kota dan



2)

3)

lebih dari 1 (satu)
fraksi untuk DPRD
kabupaten/kota yang
beranggotakan di atas
35 (tiga puluh lima)
orang.

Usul sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)

diajukan kepada
pimpinan DPRD
kabupaten/kota.

Usul sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)

menjadi  hak angket
DPRD  kabupaten/kota
apabila mendapat

persetujuan dari rapat
DPRD
kabupaten/kota yang

paripurna

dihadiri paling sedikit
3/4 (tiga per empat) dari
jumlah anggota- DPRD
kabupaten/kota dan

putusan diambil dengan

Tahun 2018 tentang MPR, DPR,
DPD, dan DPRD, mengatur bahwa :

1)

2)

3)

DPRD kabupaten/kota
memutuskan menerima
atau menolak usul hak
angket sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
381 ayat (1).
Dalam hal DPRD
kabupaten/kota

menerima . usul  hak
angket sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),
DPRD

membentuk

kabupaten/kota
panitia
angket yang terdiri atas

semua unsur  fraksi

DPRD kabupaten/kota
dengan keputusan
DPRD kabupaten/kota.

Dalam  hal DPRD

kabupaten/kota menolak
usul hak angket

sebagaimana dimaksud

persetujuan paling pada ayat (1), usul
sedikit 2/3 (dua pertiga) tersebut  tidak  dapat
dari jumlah anggota diajukan kembali.

DPRD  kabupaten/kota Ketentuan lebih lanjut tentang
yang hadir. hak angket juga diatur dalam

Lebih lanjut dalam ketentuan ketentuan Pasal 74 ayat (2)
Repubuk

Indonesia Nomor 12 Tahun 2018

Pasal 382 Undang-Undang Nomor 2 Peraturan  Pemerintah



Tentang Pedoman Penyusunan Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten dan

Kota, bahwa :
2) Usul
dimaksud pada ayat (I)

sebagaimana

menjadi hak angket jika
mendapat  persetujuan
dari  rapat - paripurna
yang . dihadiri  paling
sedikit 3/4 (tiga
perempat) dari jumlah
Anggota: DPRD - dan
Putusan diambil dengan
persetujuan paling
sedikit 2/3 (dua pertiga)
dari jumlah Anggota
DPRD yang hadir
Lebih lanjut juga diatur dalam
Pasal 76 ayat (2) Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun
2019 Tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan ~ Rakyat  Kabupaten
Jember, bahwa:
2) Usul

dimaksud pada ayat (1)

sebagaimana

menjadi hak angket jika
mendapat  persetujuan
dari rapat paripurna
yang dihadiri  paling

sedikit 3/4 (tiga

perempat) dari jumlah
Anggota DPRD dan
putusan diambil dengan
persetujuan paling
sedikit 2/3 (dua pertiga)
dari  jumlah  Anggota

DPRD yang hadir.
Berdasarkan uraian  pasal-
pasal tersebut dapat dikemukakan
bahwa pembentukan panitia hak
angket anggota DPRD Jember
adalah sah, karena telah mendapat
persetujuan dari - rapat paripurna
DPRD kabupaten/kota yang dihadiri
paling sedikit 3/4 (tiga per empat)
anggota DPRD
kabupaten/kota dan putusan diambil

dari-— jumlah

dengan  persetujuan paling sedikit
2/3 (dua pertiga) dari jumlah
anggota DPRD kabupaten/kota yang
hadir.

Berdasarkan uraian tersebut di
atas  dapat dikemukakan secara
prosedur pembentukan panitia hak
angket sudah sesuai  prosedur,
namun tidak memenuhi mekanisme
yang telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan Khususnya

Repubuk
Indonesia Nomor 12 Tahun 2018

Tentang Pedoman Penyusunan Tata

Peraturan  Pemerintah

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Provinsi, Kabupaten dan
Kota. Penggunaan hak angket yang
dilanjutkan tanpa menyelesaikan
hak interpelasi sebagai hak DPRD
kabupaten bukan hak yang sifatnya
bebas, melainkan hak yang dalam
pelaksanaannya  terikat  kepada
ketentuan peraturan  perundang-
undangan yang mengatur prosedur
penggunaan hak tersebut. Pada Pasal
72 ayat (4) Peraturan- Pemerintah
Repubuk © Indonesia. Nomor 12
Tahun 2018 . tentang - Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Kabupaten, dan Kota
mengamanatkan pandangan DPRD
sebagaimana -dimaksud  pada ayat
(3), dijadikan bahan untuk DPRD
dalam pelaksanaan fungsi dan untuk
Kepala Daerah dijadikan bahan
dalam  penetapan = pelaksanaan
kebijakan.

Dalam surat yang dikirimkan
kepada Bupati Jember tidak disertai
dengan dokumen pendukung
sebagaimana syarat dan tata cara
usul atau penggunaan hak angket
telah diatur dalam pasal 73 ayat (2)
Repubuk
Indonesia Nomor 12 Tahun 2018

tentang Pedoman Penyusunan Tata

Peraturan  Pemerintah

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan
Kota dan pasal 76 ayat (3) Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Jember yang
menyebutkan bahwa pengusulan hak
angket harus disertai dokumen yang
memuat sedikitnya dua hal yakni,
pertama adalah materi kebijakan
dan/pelaksanaan peraturan
perundang-undangan - yang akan
diselidiki. Dan kedua adalah alasan
penyelidikan. Berdasarkan . Rapat
Paripurna. DPRD Jember tanggal 27
Desember dan 30 Desember 2019,
dokumen tersebut tidak pernah ada.
Dalam  rapat  paripurna tersebut
hanya berupa lisan dari juru bicara
angket tanpa disertai dokumen yang
dipersyaratkan. Tidak
dilampirkannya dokumen materi dan
alasan pengajuan usul pendapat oleh
pengusul hak interpelasi dan hak
angket, telah membawa kerugian
kepada Bupati Jember. Sebab, tidak
dapat mengetahui secara pasti dan
mendalam mengenai materi dan
alasan pengajuan usul pendapat oleh
DPRD Jember. Selain membawa
kerugian bagi Bupati dari aspek
hukum sebagai konsekuensi tidak

diserahkannya dokumen materi dan



alasan pengajuan usul pendapat juga adanya cacat formil hak angket yang
menyebabkan akibat hukum tidak digunakan oleh DPRD Kabupaten
terpenuhinya syarat terebut adalah Jember.




KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian
yang telah dijelaskan sebelumnya
dalam kaitannya dengan pokok
permasalahan yang ada, maka dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pembentukan Panitia Hak
Angket DPRD Kabupaten Jember
tidak sah secara hukum, karena
tidak memenuhi syarat sebagaimana
diatur- dalam Pasal 73 ayat (2)
Repubuk
Indonesia Nomor 12 Tahun 2018

tentang Pedoman Penyusunan- Tata

Peraturan  Pemerintah

Tertib Dewan Perwakilan -Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan
Kota dan pasal 76 ayat (3) Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Jember yang
menyebutkan bahwa pengusulan hak
angket harus disertai dokumen yang
memuat sedikitnya dua hal “yakni,
pertama adalah -materi kebijakan
dan/pelaksanaan peraturan
perundang-undangan yang akan
diselidiki. Dan kedua alasan
penyelidikan. Dalam surat yang
dikirimkan kepada Bupati Jember
tidak disertai dengan dokumen

pendukung sebagaimana

diwajibkan. Tidak dilampirkannya
dokumen materi dan alasan
pengajuan usul pendapat oleh
pengusul hak interpelasi dan hak
angket, telah membawa kerugian
kepada Bupati Jember. Sebab, tidak
dapat mengetahui secara pasti dan
mendalam - mengenai materi dan
alasan pengajuan usul pendapat oleh
DPRD Jember.

Saran

Berdasarkan kesimpulan
yang telah dikemukakan di atas
dapat diberikan beberapa saran

sebagai berikut:

Pemerintahan  Daerah
dalam hal ini  DPRD" dan
Pemerintah Daerah memiliki
peran besar bagi pembangunan
suatu daerah, untuk ‘itu harus
ada sinergi kerjasama antara
keduanya. Adanya hak angket
di Kabupaten Jember karena
kurang harmonisnya hubungan
Kepala Daerah dan DPRD
Kabupaten Jember. Kedua
lembaga pemerintahan daerah
tersebut seharusnya bersinergi
untuk pembangunan daerah

Kabupaten Jember.
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